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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Fungsi

Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu
organisasi atau lembaga. Adapun menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad
Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu dan Sutan, 1996:412),
mengemukakan “fungsi adalah jabatan atau kedudukan”. Berdasarkan
pendapat di atas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah
organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya.

Sejalan pendapat tersebut di atas, menurut Ernie Tisnawati Sule
dan Kurniawan Saefullah (Sule, 2006:8) mendefinisikan “fungsi-fungsi
manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen
berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan
tertentu dalam pelaksanaannya”.

Pendapat tersebut mengemukakan, bahwa  fungsi-fungsi
manajemen

merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam sebuah
organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan tingakatan-
tingkatan yang telah diberikan kepada yang menjalankan kegiatan fungsi
manajemen tersebut. Definisi fungsi tersebut merupakan kegiatan yang

dilakukan oleh pegawai baik itu fungsi manajerial maupun fungsi operatif
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(teknis), yang pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan
dengan pekerjaan yang dijabat seseorang.
2.2. Lembaga

Kelembagaan (institution) sebagai aturan main (rule of game) dan
organisasi, berperan penting dalam mengatur penggunaan/alokasi sumberdaya
secara efisien, merata dan berkelanjutan. Menurut sahyuti (2006).

Suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku yang
hidup pada suatu kelompok orang yang merupakan sesuatu yang
stabil, mantap dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan
tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial
tradisional dan modern atau bisa berbentuk tradisional dan
modern dan berfungsi mengefisienkan kehidupan sosial Secara
khusus.

pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) merupakan
paradigma baru model pengelolaan hutan yang bersama masyarakat lokal
serta berorientasi pada pengelolaan seluruh sumberdaya dan ekosistem dalam
skala kecil.

North (1990) mendefinisikan “kelembagaan sebagai batasan-
batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara
individu dalam melakukan interaksi politik, sosial dan ekonomi” . North
(1990). mengartikan “kelembagaan sebagai sejumlah peraturan yang berlaku
dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas, yang mengatur hak,
kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai

kelompok”. Sedangkan menurut Schotter (1981), “kelembagaan merupakan

regulasi atas tingkah laku manusia yang disepakati oleh semua anggota



11

masyarakat dan merupakan penata interaksi dalam situasi tertentu yang
berulang”.

Veblen (1899) mengartikan “kelembagaan sebagai cara berfikir,
bertindak dan mendistribukan hasil kerja dalam sebuah komunitas”. Mirip
dengan definisi ini diuangkapkan oleh Hamilton (1932) yang menganggap

kelembagaan merupakan cara berfikir dan bertindak yang umum
dan berlaku, serta telah menyatu dengan kebiasaan dan budaya
masyarakat tertentu”. Menurut Knight (1992), kelembagaan
adalah serangkaian peraturan yang membangun struktur
interkasi dalam sebuah komunitas.

Djogo (2003) mencoba memberikan definisi  mengenai
kelembagaan antara lain sebagai berikut:

Kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara
anggota masyarakat dalam suatu organisasi yang memiliki faktor
pembatas dan pengikat berupa norma, aturan formal, maupun
non formal untuk mencapai tujuan bersama.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa kelembagaan mempunyai 10 unsur
penting, Vaitu: institusi, norma tingkah laku, peraturan, aturan dalam
masyarakat, kode etik, kontrak, pasar, hak milik, organisasi, dan insentif.
Sedangkan Ostrom (1990) mengartikan kelembagaan sebagai berikut:

Kelembagaan sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat
(arena) yang menentukan siapa yang berhak membuat keputusan,
tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa
yang berlaku umum di masyarakat, prosedur apa yang harus
diikuti, informasi apa yang mesti atau tidak boleh disediakan dan
keuntungan apa yang individu akan terima sebagai buah dari
tindakan yang dilakukannya.

Singkatnya, kelembagan adalah aturan main yang berlaku dalam

masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai sesuatu



12

yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan sanksi) dengan tujuan
terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota
masyarakat. Interaksi yang dimaksud terkait dengan kegiatan ekonomi,

politik maupun sosial.

2.2.1. Komponen Kelembagaan
Koentjaraningrat (1997) mencoba mendefinisikan Kelembagaan
sebagai berikut :

Kelembagaan merupakan suatu sistem aktivitas dari kelakuan
berpola dari manusia dalam kebudayaannya beserta komponen-
komponen yang terdiri dari sistem norma dan tata kelakuan
untuk wujud ideal kebudayaan, kelakuan berpola untuk wujud
kelakuan kebudayaan dan peralatan untuk wujud fisik
kebudayaan yang ditambah dengan manusia atau personil yang
melaksanakan kelakuan berpola.

Kelembagaan sebagai seperangkat norma-norma dan peraturan
yang tumbuh dalam masyarakat yang bersumber pada pemenuhan
kebutuhan pokok dan memiliki bentuk konkritnya adalah asosiasi.
Kelembagaan yang ada di dalam masyarakat merupakan esensi atau bagian
pokok dari masyarakat dan kebudayaannya. Pejovich (1999) menyatakan
bahwa kelembagaan memiliki tiga komponen, yakni:

1. Aturan formal, meliputi konstitusi, statuta, hukum dan seluruh
regulasi pemerintah lainnya. Aturan formal membentuk sistem
politik (struktur pemerintahan, hak-hak individu), sistem
ekonomi (hak kepemilikan dalam kondisi kelangkaan
sumberdaya, kontrak), dan sistem keamanan (peradilan, polisi)

2. Aturan informasi, meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional,
agama dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi
subjektif individu tentang dunia tempat hidup masyarakat;
dan
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3. Mekanisme penegakan, semua kelembagaan tersebut tidak
akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme
penegakan

Berbagai definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli terlihat
bahwa sebenarnya definisi kelembagaan tergantung dari mana orang
melihatnya, makro atau mikro.Menurut Deliarnov (2006) “Sekian banyak
pembatasan kelembagaan, minimal ada tiga lapisan kelembagaan sebagai
norma-norma dan konversi, kelembagaan sebagai aturan main, dan

kelembagaan sebagai hubungan kepemilikan” .

2.2.2. Kelembagaan sebagai Norma-norma dan Konvensi

Deliarnov (2006) menyebutkan bahwa “Kelembagaan sebagi
norma-norma dan konvensi ini lebih diartikan sebagai aransemen
berdasarkan konsesus atau pola tingkah laku dan norma yang disepakati
bersama”. Norma dan konvensi umumnya bersifat informal, ditegakkan oleh
keluarga, masyarakat, adat, dan sebagainya. Hampir semua aktivitas
manusia memerlukan konvensi-konvensi pengaturan yang memfasilitasi
proses-proses sosial, dan begitu juga dalam setiap setting masyarakat
diperlukan seperangkat norma-norma tingkah laku untuk membatasi
tindakan-tindakan yang diperbolehkan. Jika aturan diikuti, proses-proses
sosial bisa berjalan baik. Namun, jika dilanggar maka yang akan timbul

hanya kekacauan dalam masyarakat.
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2.2.3. Kelembagaan sebagai Aturan Main
Bogason (2000) mengemukakan  “beberapa ciri  umum
kelembagaan, antara lain adanya sebuah struktur yang didasarkan pada
interaksi diantara para aktor, adanya pemahaman bersama tentang nilai-nilai
dan adanya tekanan untuk berperilaku sesuai dengan yang telah disepakati”.
Lebih lanjut, Bogason (2000) menyatakan :

ada tiga level aturan, yaitu level aksi, level aksi kolektif, dan level
konstitusi. Pada level aksi, aturan secara langsung mempengaruhi
aksi nyata, pada level ini biasanya ada standar atau rules of
conduct. Level aksi kolektif, mendefinisikan aturan untuk aksi-
aksi pada masa yang akan datang. Aktivitas penetapan aturan
seperti ini sering juga disebut kebijakan. Adapun pada level
konstitusi mendefinisikan prinsip-prinsip bagi pengambilan
keputusan kolektif masa yang akan datang, seperti prinsip-
prinsip demokrasi. Aturan-aturan pada level konstitusi ini
biasanya ditulis secara formal dan dikodifikasi.

2.2.4. Kinerja Kelembagaan
Peterson (2003) mengemukakan definisi kinerja kelembagaan yang
akan di jelaskan sebagai berikut:

Kinerja kelembagaan didefinisikan sebagai kemampuan suatu
kelembagaan untuk menggunakan sumberdaya yang dimilikinya
secara efisien dan menghasil-kan output yang sesuai dengan

tujuannya dan relevan dengan kebutuhan peng-gunanaya.

Menurut Mackay (1998) terdapat empat dimensi untuk

mempelajari suatu kelembagaan yaitu:
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1. kondisi lingkunagn eksternal. Lingkungan sosial dimana
suatu kelembagaan hidup merupakan faktor pengaruh yang
dapat menjadi pendorong dan sekaligus pembatas seberapa
jauh suatu kelembagaan dapat beroperasi. Lingkungan yang
dimaksud berupa kondisi politik dan pemerintahan,
sosiokultural, teknologi, kondisi perekonomian, berbagai
kelompok kepentingan, infrastruktur, serta kebijakan
terhadap pengelolaan sumberdaya alam. Seluruh komponen
lingkungan tersebut dipelajari dan dianalisis bentuk
pengaruhnya terhadap kelembagaan.

2. motivasi kelembagaan. Kelembagaan dipandang sebagai
suatu unit kajian yang memiliki jiwanya sendiri. Terdapat
empat aspek yang dipelajari untuk mengetahui motivasi
kelembagaan, vyaitu sejarah kelembagaan, misi yang
diembannya, kultur yang menjadi pegangan dalam bersikap
dan perilaku anggotanya, serta pola penghargaan yang
dianut.

3. kapasitas kelembagaan. Pada bagian ini dipelajari bagaimana
kemampuan kelembagaan untuk mencapai tujuan-tujuannya.
Kemampuan tersebut diukur dalam lima aspek, yaitu:
strategi kepemimpinan yang dipakai, perencanaan program,
manajemen dan pelaksanaannya, alokasi sumberdaya yang
dimiliki, dan hubungan dengan pihak luar yaitu terhadap

clients, partners, government policymakers, danexternal donors.

Terdapat tiga hal pokok yang harus diperhatikan yaitu keefektifan
kelembagaan dalam mencapai tujuannya, efisiensi penggunaan sumberdaya,
dan keberlanjutan kelembagaan berinteraksi dengan para kelompok

kepentingan luarnya.
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2.3. Pengelolaan

Arikunto (1993: 31) kalo ini mempunyai pendapat tentang

pengelolaan yang akan di jelaskan sebagai berikut:

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang
berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang
mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan
pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer
saat ini.

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau

usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian

kerja dalam mencapai tujan tertentu. Nanang Fattah, (2004: 1) berpendapat

bahwa:

Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang
ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, Yyaitu
perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), pemimpin
(leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu,
manajemen  diartikan  sebagai  proses = merencanakan,
mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi
dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara
efektif dan efisien.

Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara

satu dengan yang lain saling melengkapi. Stoner yang dikutip oleh Handoko

(2009:8) menyatakan bahwa :

Manajemen merupakan proses perencanan, pengorganisasian,
pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota
organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainya untuk
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Stoner yang di kutip oleh Qalyubi (2007: 271) menekanan bahwa :

Manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena
itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem
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pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan
tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu
atau mengalami kegagalan.

Bedasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-
tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan
proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak
dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan
dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu
pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan
pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring
aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperolah dan
mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk

mencapai tujuan.

Pengertian Hutan.
Hutan merupakan lahan yang di dalamnya terdiri dari berbagai tumbuhan
yang membentuk suatu ekosistem dan saling ketergantungan. Spurr
(1973), “mendefinisikan bahwa hutan merupakan sekumpulan pohon-pohon
atau tumbuhan berkayu lainnya yang pada kerapatan dan luas tertentu mampu
menciptakan iklim setempat serta keadaan ekologis berbeda dengan di
luarnya”.

Dengler (1930) mencoba mendefinisikan hutan sebagai berikut :



18

Hutan adalah kumpulan pohon-pohon yang tumbuh pada

lapangan yang cukup luas dan kerapatannya sedemikian rupa

sehingga mampu menciptakan iklim micro (setempat) serta

keadaan ekologis (lingkungan) yang berbeda diluarnya.

Menurut Spurr (1973) mendefinisi hutan yang dapat di artikan

sebagai berikut :

Hutan dianggap sebagai persekutuan antara tumbuhan dan

binatang dalam suatu asosiasi biotis. Asosiasi ini bersama-sama

dengan lingkungannya membentuk suatu sistem ekologis dimana

organisme dan lingkungan saling berpengaruh di dalam suatu

siklus energi yang kompleks.

Dari segi fungsinya hutan memiliki berbagai macam fungsi
diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.

2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata
air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut,
dan memelihara kesuburan tanah.

3. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang
mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan
satwa serta ekosistemnya.

4. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang
mempunyai  fungsi  pokok  sebagai kawasan  pengawetan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga

berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
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5. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu,
yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga
kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa,
serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya.

2.5. Pengertian Masyarakat
Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang
berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal
dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi).
Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah
ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai
prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.
Definisi lain, masyarakat menurut Koentjaraningrat (2009: 115-
118) adalah :
Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem
adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat
oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan
kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:
1) Interaksi antar warga-warganya,
2). Adat istiadat,
3) Kontinuitas waktu,
4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga
Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama,

hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan

pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan
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hubungan, Mac Iver dan Page dalam Soekanto (2006: 22) memaparkan
bahwa” masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari
wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan
pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia”.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk
jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat,
menurut Linton dalam Soekanto (2006: 22)

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah
hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat
mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu
kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas

Soemardjan dalam Soekanto (2006: 22) mendefinisikan
masyarakat sebagai berikut :

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang
menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan
wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan
perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Durkheim dalam  Taneko ( 1984: 11) berpendapat tentang
masyarakat sebagai berikut “ Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang
obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan
anggota-anggotanya”. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya
ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;

4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.
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Durkheim dalam Muhni (1994: 29-31) ‘“keseluruhan ilmu
pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip
fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial”. Kenyataan sosial
diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat
sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia.
Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama
dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama.

Soekanto ( 2006: 22) “Sistem kehidupan bersama menimbulkan
kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu
dengan yang lainnya”. Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan
masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam
bahasa Inggris disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah
sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka
mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan,

tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.



